NOMOR SOP : OT.02.02/C.1X.7.7/7254/2025

TANGGAL PEMBUATAN |: 30 Juni 2025
TANGGAL REVISI e <

. TANGGAL EFEKTIF S .M'h/ 2025 N )

) DISAHKAN OLEH : karantinaan Kesehatan Surabaya,

an, S.IP, SKM, SH, MPH, MM
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SURABAYA
NAMA SOP : Pengelolaan Permohonan Informasi
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan
3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang — Undang No 14 Tahun 2008 tentang 3. Menguasai penggunaan komputer dan internet
Keterbukaan Informasi Publik 4. Menerapkan Core Value ASN "BerAKHLAK" dan menerapkan budaya kerja
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya " Bergas, Waras, Trengginas, Wani"
Lingkungan Kementerian Kesehatan RI
5. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/326/2025 tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan
7. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP) 1. Alat tulis
2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 2. Komputer, printer, scanner
3. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik 3. Jaringan Internet
4. SOP Pengujian tentang Konsekuensi
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
6. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP Pengelolaan Permohonan Informasi tidak dilaksanakan maka dapat berpotensi menimbulkan risiko sengketa

informasi publik

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi merupakan turunan dari proses bisnis UPT
Bidang Kekarantinaan Kesehatan

2. Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif dalam bentuk offline dan online

3. Laporan pelayanan Informasi Publik




SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pemohon  |Petugas Layanan Tim PPID Keterangan
. : Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Informasi Informasi )
Teknis
4] (2) 3) “) (8) 9 (10) an
Mengajukan permohonan Formulir permohonan :{;’{ir?t:.?; /
1 [informasi dengan mengisi Q’" | Formulir permohonan informasi 10 menit  [informasi yang | dentitaz
formulir ditandatangani pemohon
pemohon
Mencatat pengajuan Formulir permohonan informasi
2 |permohonan di buku I l yang ditandatangani pemohon, Smenit [Nomor Register
register ; Buku dan Nomor register
Memb.enkan tar:da :grl:zn ’ Formulir permohonan informasi Tanda bukti penerimaan
3 ﬁenegm;an pﬁ n;o |j yang ditandatangani pemohon 3 menit ermohonanpiiformasi
epada Femono dan Nomor register P
L . - Formulir permohonan informasi . .
4 |Berkoordinasi dengan Tim :I § S yang ditandatangani pemohon Smenit |DisPosisi atau Nota
PPID Pelaksana Teknis \ . dinas
} dan Nomor register
Mengidentifikasi jenis informasi tidak » Formulir permohonan informasi . Penetapan jenis
5 disetufui -~ - 1 jam
informasi yang diminta pretujut yang ditandatangani pemohon informasi
Mempersiapkan dan
membuat konsep informasi
yang akan diberikan informasi disetujui_ § . . .
i Formulir permohonan informasi . .
6 |kepada pemohon 14 (empat ‘ ditand . 24 jam Data Informasi
belas) hari kerja sesuai yang ditandatangani pemohon
dengan formulir
permohonan
7 Menyerahkan informasi 1 Data Informasi 30 menit Tanc?a Terima Informasi
kepada Pemohon | Publik
Menyampaikan alasan
penolakan pemberian
8 informasi sesuai dengan Penetapan jenis informasi 30 menit Surat pe.enol'akan
ketentuan perundangan | | pemberian informas
yang berlaku
Mendokumentasikan dan d E i . .
. ) ormulir permohonan informasi . Laporan pelayanan
9 |mengarsipkan setiap . . 30 menit |, h .
permohonan informasi yang ditandatangani pemohon informasi publik




